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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka 

menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karenanya Pemerintah menaruh 

perhatian besar terhadap sektor pajak. Di Indonesia usaha-usaha untuk 

mengoptimalkan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi 

penerimaan pajak (Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-14/PJ.7/2003, 2003). 

Pajak ㅤadalah ㅤkontribusi ㅤwajib ㅤkepada ㅤnegara ㅤyang ㅤterutang ㅤoleh ㅤorang 

ㅤpribadi ㅤatau ㅤbadan ㅤyang ㅤbersifat ㅤmemaksa ㅤberdasarkan ㅤUndang-Undang, ㅤdengan 

ㅤtidak ㅤmendapatkan ㅤimbalan ㅤsecara ㅤlangsung ㅤdan ㅤdigunakan ㅤuntuk ㅤkeperluan 

ㅤnegara ㅤbagi ㅤkemakmuran ㅤrakyat. ㅤPembayaran ㅤpajak ㅤmerupakan ㅤperwujudan ㅤdari 

ㅤkewajiban ㅤkenegaraan ㅤdan ㅤperan ㅤserta ㅤwajib ㅤpajak ㅤuntuk ㅤsecara ㅤlangsung ㅤdan 

ㅤbersama-sama ㅤmelaksanakan ㅤkewajiban ㅤperpajakan ㅤuntuk ㅤpembiayaan ㅤnegara 

ㅤdan ㅤpembangunan ㅤnasional. ㅤ 

Dalam ㅤsisi ㅤakuntansi ㅤjuga ㅤmenjelaskan ㅤbahwa ㅤpajak ㅤmerupakan 

ㅤbiaya/beban ㅤyang ㅤakan ㅤmengurangi ㅤlaba ㅤbersih, ㅤhal ㅤini ㅤbertolak ㅤbelakang ㅤdengan 

ㅤtujuan ㅤsemua ㅤentitas ㅤyang ㅤingin ㅤmempunyai ㅤlaba ㅤbesar. ㅤFaktor-faktor ㅤtersebut 

ㅤyang ㅤmenjadikan ㅤpajak ㅤsebagai ㅤbeban ㅤdan ㅤsuatu ㅤkewajiban, ㅤdapat ㅤmemicu 

ㅤterjadinya ㅤpenghindaran ㅤpajak ㅤ(Tax ㅤAvoidance). 
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Menurut ㅤPohan ㅤ(2016:23) ㅤPenghindaran ㅤPajak ㅤadalah ㅤupaya ㅤpenghindaran 

ㅤpajak ㅤyang ㅤdilakukan ㅤsecara ㅤlegal ㅤdan ㅤaman ㅤbagi ㅤwajib ㅤpajak ㅤkarena ㅤtidak 

ㅤbertentangan ㅤdengan ㅤketentuan ㅤperpajakan, ㅤdi ㅤmana ㅤmetode ㅤdan ㅤteknik ㅤyang 

ㅤdigunakan ㅤcenderung ㅤmemanfaatkan ㅤkelemahan ㅤ(grey ㅤarea) ㅤyang ㅤterdapat ㅤdalam 

ㅤUndang-Undang ㅤdan ㅤperaturan ㅤperpajakan ㅤitu ㅤsendiri, ㅤuntuk ㅤmemperkecil 

ㅤjumlah ㅤpajak ㅤyang ㅤterutang. ㅤOleh ㅤkarena ㅤitu ㅤpersoalan ㅤpenghindaran ㅤpajak 

ㅤmerupakan ㅤpersoalan ㅤyang ㅤunik ㅤdan ㅤrumit ㅤkarena ㅤdi ㅤsuatu ㅤsisi ㅤpenghindaran 

ㅤpajak ㅤtidak ㅤmelanggar ㅤhukum, ㅤtetapi ㅤdi ㅤsisi ㅤlain ㅤpenghindaran ㅤpajak ㅤtidak 

ㅤdiinginkan ㅤoleh ㅤPemerintah. 

Pada ㅤUmumnya ㅤpengusaha ㅤselalu ㅤmemaksimalkan ㅤkeuntungan. ㅤSalah ㅤsatu 

ㅤcara ㅤmemaksimalkan ㅤkeuntungan ㅤdengan ㅤmenghindari ㅤmembayar ㅤpajak. 

ㅤPenghindaran ㅤpajak ㅤmerupakan ㅤcara ㅤmemanfaatkan ㅤcelah ㅤhukum ㅤsehingga 

ㅤpengusaha ㅤtidak ㅤbayar ㅤpajak ㅤatau ㅤbayar ㅤpajak ㅤtetapi ㅤsangat ㅤkecil. ㅤPara ㅤperencana 

ㅤkeuangan ㅤtelah ㅤlama ㅤmempelajari ㅤketentuan ㅤperpajakan ㅤdari ㅤberbagai ㅤyurisdiksi 

ㅤperpajakan. ㅤTermasuk ㅤketentuan ㅤdalam ㅤperjanjian ㅤperpajakan ㅤ(Tax ㅤTreaty). 

ㅤKemudian ㅤmenawarkan ㅤskema ㅤbisnis ㅤkepada ㅤpengusaha ㅤagar ㅤterhindar ㅤdari 

ㅤkewajiban ㅤperpajakan. 

Masalah ㅤpenghindaran ㅤpajak ㅤdalam ㅤsepuluh ㅤtahun ㅤterakhir ㅤmengemuka ㅤdan 

ㅤmendapat ㅤperhatian ㅤotoritas ㅤperpajakan ㅤinternasional. ㅤPemicunya ㅤkrisis ㅤglobal 

ㅤtahun ㅤ2008. ㅤKrisis ㅤini ㅤmenyebabkan ㅤnegara-negara ㅤkesulitan ㅤmencari ㅤsumber 

ㅤpendapatan. ㅤNamun ㅤkendala ㅤyang ㅤdihadapi ㅤpada ㅤtahun ㅤ2008 ㅤpraktik 

ㅤperencanaan ㅤpajak ㅤ(Tax ㅤPlanning) ㅤoleh ㅤperusahaan ㅤmultinasional ㅤsangat ㅤagresif 

ㅤsehingga ㅤperusahaan ㅤhanya ㅤmembayar ㅤsedikit ㅤpajak. ㅤMasalah ㅤpenghindaran 
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ㅤpajak ㅤseperti ㅤitu ㅤbukan ㅤmasalah ㅤsatu ㅤnegara ㅤkarena ㅤpraktik ㅤpenghindaran ㅤpajak 

ㅤmeliputi ㅤbeberapa ㅤnegara. ㅤMengatasinya ㅤtidak ㅤdapat ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤsatu ㅤnegara 

ㅤsaja ㅤtetapi ㅤperlu ㅤupaya ㅤbersama ㅤkarena ㅤmasalah ㅤyang ㅤdihadapi ㅤjuga ㅤmasalah 

ㅤbersama. 

Wajib ㅤpajak ㅤdiharapkan ㅤpatuh ㅤdalam ㅤmelaksanakan ㅤkewajiban 

ㅤperpajakannya. ㅤAkan ㅤtetapi, ㅤtidak ㅤsemua ㅤwajib ㅤpajak ㅤmau ㅤmembayar ㅤpajak 

ㅤsesuai ㅤdengan ㅤyang ㅤseharusnya ㅤdibayarkan, ㅤterutama ㅤwajib ㅤpajak ㅤyang ㅤmemiliki 

ㅤkewajiban ㅤpajak ㅤyang ㅤbesar ㅤnilainya. ㅤKetidakkepatuhan ㅤini ㅤakan ㅤmenyebabkan 

ㅤberkurangnya ㅤpenerimaan ㅤnegara ㅤdari ㅤsektor ㅤperpajakan ㅤdan ㅤdapat ㅤmengganggu 

ㅤkeuangan ㅤnegara. ㅤDalam ㅤpenelitiannya, ㅤHoque ㅤet ㅤal. ㅤ(2011) ㅤmenemukan ㅤalasan-

alasan ㅤwajib ㅤpajak ㅤtidak ㅤmelakukan ㅤkewajiban ㅤmembayar ㅤpajaknya, ㅤantara ㅤlain 

ㅤmoral ㅤpajak ㅤyang ㅤrendah, ㅤkualitas ㅤbalas ㅤjasa ㅤpajak ㅤyang ㅤrendah, ㅤadanya 

ㅤperbedaan ㅤpersepsi ㅤantara ㅤkeadilan ㅤdan ㅤsystem ㅤpajak, ㅤtransparansi ㅤdan 

ㅤakuntabilitas ㅤinstitusi ㅤpublik ㅤyang ㅤrendah, ㅤtingginya ㅤtingkat ㅤkorupsi, ㅤkurangnya 

ㅤpenegakan ㅤhukum ㅤdan ㅤlemahnya ㅤyurisdiksi ㅤfiskal, ㅤtingginya ㅤbiaya ㅤkepatuhan, 

ㅤlemahnya ㅤpenegakan ㅤhukum ㅤpajak, ㅤpemungutan ㅤpajak ㅤyang ㅤtidak ㅤmencukupi, 

ㅤlemahnya ㅤkapasitas ㅤdalam ㅤmendeteksi ㅤdan ㅤmenuntut ㅤpraktik ㅤpajak ㅤyang ㅤtidak 

ㅤbenar, ㅤtidak ㅤadanya ㅤkepercayaan ㅤterhadap ㅤpemerintah, ㅤtingginya ㅤbiaya ㅤpajak, 

ㅤdan ㅤlemahnya ㅤadministrasi ㅤperpajakan. ㅤ 

Komisaris ㅤIndependen ㅤadalah ㅤkomisaris ㅤdari ㅤpihak ㅤluar ㅤyang ㅤdiangkat 

ㅤberdasarkan ㅤkeputusan ㅤRUPS ㅤdari ㅤpihak ㅤyang ㅤtidak ㅤterafiliasi ㅤdengan ㅤpemegang 

ㅤsaham ㅤutama, ㅤanggota ㅤdireksi ㅤperseroan, ㅤdan ㅤanggota ㅤdewan ㅤkomisaris ㅤlainnya, 

ㅤyang ㅤberjumlah ㅤ1 ㅤ(satu) ㅤorang ㅤatau ㅤlebih ㅤdiatur ㅤdalam ㅤanggaran ㅤdasar. ㅤMenurut 
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ㅤPeraturan ㅤOJK ㅤ55/2015 ㅤKomisaris ㅤIndependen ㅤadalah ㅤanggota ㅤdewan ㅤkomisaris 

ㅤyang ㅤberasal ㅤdari ㅤluar ㅤemiten ㅤatau ㅤperusahaan ㅤpublik ㅤdan ㅤmemenuhi ㅤpersyaratan. 

ㅤEmiten ㅤadalah ㅤpihak ㅤyang ㅤmelakukan ㅤpenawaran ㅤumum. ㅤPerusahaan ㅤPublik 

ㅤadalah ㅤperseroan ㅤyang ㅤsahamnya ㅤtelah ㅤdimiliki ㅤpaling ㅤsedikit ㅤoleh ㅤ300 ㅤ(tiga 

ㅤratus) ㅤpemegang ㅤsaham ㅤdan ㅤmodal ㅤdisetor ㅤpaling ㅤsedikit ㅤRp ㅤ3 ㅤMilyar ㅤatau ㅤsuatu 

ㅤjumlah ㅤpemegang ㅤsaham ㅤdan ㅤmodal ㅤdisetor ㅤditetapkan ㅤdengan ㅤPeraturan 

ㅤPemerintah. 

Wibawa ㅤ(2016) ㅤmenyatakan ㅤbahwa ㅤkehadiran ㅤkomisaris ㅤindependen 

ㅤmemberikan ㅤmanfaat ㅤyang ㅤnyata ㅤdalam ㅤmenjaga ㅤindependensi ㅤperusahaan 

ㅤmelalui ㅤpengawasan ㅤdan ㅤpemberian ㅤnasihat ㅤsampai ㅤdengan ㅤtindakan 

ㅤpencegahan, ㅤperbaikan, ㅤpemberhentian ㅤsementara ㅤdengan ㅤmekanisme 

ㅤperusahaan. ㅤWijayanti ㅤ(2016) ㅤmemberikan ㅤhasil ㅤbahwa ㅤkomisaris ㅤindependen 

ㅤtidak ㅤberpengaruh ㅤterhadap ㅤpenghindaran ㅤpajak ㅤhal ㅤini ㅤdikarenakan ㅤkeberadaan 

ㅤkomisaris ㅤindpenden ㅤdari ㅤluar ㅤperusahaan ㅤsemakin ㅤbesar ㅤmaka ㅤpengawasan ㅤdan 

ㅤpengendalian ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤmanajemen ㅤharus ㅤlebih ㅤefektif. ㅤHasil 

ㅤpenelitian ㅤini ㅤberbeda ㅤdengan ㅤEksandy ㅤ(2017) ㅤdan ㅤWibawa ㅤ(2016) ㅤyang 

ㅤmenemukan ㅤbukti ㅤbahwa ㅤkomisaris ㅤindependen ㅤberpengaruh ㅤterhadap 

ㅤpenghindaran ㅤpajak. 

Komite ㅤAudit ㅤadalah ㅤkomite ㅤyang ㅤdibentuk ㅤoleh ㅤdan ㅤbertanggung ㅤjawab 

ㅤkepada ㅤDewan ㅤKomisaris ㅤdalam ㅤmembantu ㅤmelaksanakan ㅤtugas ㅤdan ㅤfungsi ㅤ 

ㅤDewan ㅤKomisaris. ㅤUntuk ㅤPerseroan ㅤTerbatas ㅤyang ㅤbukan ㅤemiten ㅤatau 

ㅤperusahaan ㅤpublik ㅤmemang ㅤtidak ㅤwajib ㅤmembentuk ㅤkomite ㅤaudit. ㅤAkan ㅤtetapi, 

ㅤperlu ㅤdiketahui, ㅤjika ㅤperusahaan ㅤAnda ㅤadalah ㅤemiten ㅤatau ㅤperusahaan ㅤpublik, 
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ㅤmaka ㅤwajib ㅤmemiliki ㅤKomite ㅤAudit. ㅤKomite ㅤAudit ㅤpaling ㅤsedikit ㅤterdiri ㅤdari ㅤ3 

ㅤ(tiga) ㅤorang ㅤanggota ㅤyang ㅤberasal ㅤdari ㅤKomisaris ㅤIndependen ㅤdan ㅤPihak ㅤdari ㅤluar 

ㅤEmiten ㅤatau ㅤPerusahaan ㅤPublik. ㅤKomite ㅤAudit ㅤdiketuai ㅤoleh ㅤKomisaris 

ㅤIndependen. ㅤKomite ㅤAudit ㅤbertindak ㅤsecara ㅤindependen ㅤdalam ㅤmelaksanakan 

ㅤtugas ㅤdan ㅤtanggung ㅤjawabnya. ㅤ 

Calvin ㅤdan ㅤMade ㅤ(2015) ㅤmenyatakan ㅤbahwa ㅤkomite ㅤaudit ㅤberperan 

ㅤmelakukan ㅤpengawasan ㅤdan ㅤmembantu ㅤdewan ㅤkomisaris ㅤdalam ㅤmelakukan ㅤyang 

ㅤmenuntut ㅤmaka ㅤmanajemen ㅤakan ㅤmenghasilkan ㅤinformasi ㅤyang ㅤberkualitas ㅤdan 

ㅤdapat ㅤmelakukan ㅤpengendalian ㅤsalah ㅤsatunya ㅤpenghematan ㅤpajak ㅤberupa ㅤtax 

ㅤavoidance. ㅤWijayanti ㅤ(2016) ㅤmemberikan ㅤhasil ㅤbahwa ㅤkomite ㅤaudit ㅤtidak 

ㅤberpengaruh ㅤterhadap ㅤpenghindaran ㅤpajak, ㅤhal ㅤini ㅤkarena ㅤjumlah ㅤkomite ㅤaudit 

ㅤdalam ㅤsuatu ㅤperusahaan ㅤtidak ㅤsesuai ㅤdengan ㅤperaturan ㅤBursa ㅤEfek ㅤIndonesia 

ㅤmaka ㅤakan ㅤmeningkatkan ㅤtindakan ㅤmanajemen ㅤmelakukan ㅤminimalisasi ㅤlaba 

ㅤuntuk ㅤkepentingan ㅤpajak. ㅤBerbeda ㅤdengan ㅤhasil ㅤEksandy ㅤ(2017), ㅤRichmadenda 

ㅤ(2018), ㅤWibawa ㅤ(2016), ㅤKhairunissa ㅤ(2017) ㅤdan ㅤNugraheni ㅤ(2018) ㅤmenunjukkan 

ㅤbahwa ㅤkomite ㅤaudit ㅤmemiliki ㅤpengaruh ㅤterhadap ㅤtax ㅤavoidance ㅤkarena ㅤselama 

ㅤperiode ㅤpenelitian ㅤterdapat ㅤkecenderungan ㅤsemakin ㅤbesar ㅤrasio ㅤkomite ㅤaudit 

ㅤakan ㅤmempengaruhi ㅤpraktik ㅤpenghindaran ㅤpajak ㅤdalam ㅤperusahaan. 

Menurut ㅤSimanjuntak ㅤ(2008) ㅤKualitas ㅤAudit ㅤadalah ㅤpemeriksaan ㅤyang 

ㅤsistematis ㅤdan ㅤindependensi ㅤuntuk ㅤmenentukan ㅤaktivitas, ㅤmutu ㅤdan ㅤhasilnya 

ㅤsesuai ㅤdengan ㅤpengaturan ㅤyang ㅤtelah ㅤdirencanakan ㅤdan ㅤapakah ㅤpengaturan 

ㅤtersebut ㅤdiimplementasikan ㅤsecara ㅤefektif ㅤdan ㅤsesuai ㅤdengan ㅤtujuan. 



6 
 

 

Eksandy ㅤ(2017) ㅤmenyatakan ㅤbahwa ㅤkualitas ㅤaudit ㅤberupa ㅤtransparansi 

ㅤmensyaratkan ㅤadanya ㅤpengungkapan ㅤyang ㅤakurat. ㅤHasil ㅤpenelitian ㅤEksandy 

ㅤ(2017) ㅤmenemukan ㅤbukti ㅤbahwa ㅤkualitas ㅤaudit ㅤberpengaruh ㅤterhadap 

ㅤpenghindaran ㅤpajak ㅤ(tax ㅤavoidance), ㅤjadi ㅤapabila ㅤsuatu ㅤperusahaan ㅤdiaudit ㅤoleh 

ㅤKantor ㅤAkuntan ㅤPublik ㅤThe ㅤbig ㅤfour ㅤakan ㅤsemakin ㅤsulit ㅤmelakukan ㅤkebijakan 

ㅤpajak ㅤagresif. ㅤHasil ㅤpenelitian ㅤini ㅤberbeda ㅤdengan ㅤ ㅤpenelitian ㅤWibawa ㅤ(2016), 

ㅤNugraheni ㅤ(2018), ㅤTehupuring ㅤ(2016) ㅤyang ㅤmenyatakan ㅤbahwa ㅤkualitas ㅤaudit 

ㅤberpengaruh ㅤnegative ㅤterhadap ㅤpraktik ㅤpenghindaran ㅤpajak ㅤhal ㅤini ㅤdisebabkan 

ㅤkarena ㅤaudit ㅤyang ㅤdilakukan ㅤbaik ㅤitu ㅤoleh ㅤKantor ㅤAkuntan ㅤPublik ㅤBig ㅤFour 

ㅤmaupun ㅤKantor ㅤAkuntan ㅤPublik ㅤnon ㅤBig ㅤFour ㅤtidak ㅤmemiliki ㅤperbedaan ㅤyang 

ㅤsignifikan ㅤdalam ㅤmemitigasi ㅤterjadinya ㅤpraktik ㅤpenghindaran ㅤpajak. 

Penelitian ㅤini ㅤmengacu ㅤpada ㅤpenelitian ㅤyang ㅤdilakukan ㅤoleh ㅤArry ㅤEksandy 

ㅤ(2017) ㅤdengan ㅤmenambah ㅤvariabel ㅤukuran ㅤperusahaan ㅤyang ㅤdiduga 

ㅤmempengaruhi ㅤpenghindaran ㅤpajak. 

Ukuran ㅤPerusahaan ㅤmenunjukkan ㅤkemampuan ㅤperusahaan ㅤdengan ㅤtindakan 

ㅤpengambilan ㅤkeputusan ㅤperpajakannya. ㅤUkuran ㅤperusahaan ㅤmenunjukkan 

ㅤkestabilan ㅤdan ㅤkemampuan ㅤperusahaan ㅤuntuk ㅤmelakukan ㅤaktivitas ㅤekonominya. 

ㅤSemakin ㅤbesar ㅤukuran ㅤperusahaan ㅤmaka ㅤsemakin ㅤmenjadi ㅤpusat ㅤperhatian ㅤdari 

ㅤPemerintah ㅤdan ㅤakan ㅤmenimbulkan ㅤkecenderungan ㅤuntuk ㅤberlaku ㅤpatuh 

ㅤ(compliances) ㅤatau ㅤmenghindari ㅤpajak ㅤ(Tax ㅤAvoidance) ㅤ( ㅤKurniasih ㅤ& ㅤSari, ㅤ2013 

ㅤ). ㅤ 

Menurut ㅤDewi ㅤdan ㅤJati ㅤ( ㅤ2014 ㅤ) ㅤukuran ㅤperusahaan ㅤadalah ㅤbesar ㅤatau 

ㅤkecilnya ㅤperusahaan ㅤyang ㅤtercermin ㅤdari ㅤtotal ㅤasetnya. ㅤUntuk ㅤmengukur ㅤukuran 
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ㅤperusahaan ㅤyaitu ㅤtotal ㅤasset ㅤkarena ㅤukuran ㅤperusahaan ㅤdiproduksi ㅤdengan ㅤLn 

ㅤTotal ㅤAset. ㅤPenggunaan ㅤNatural ㅤLog ㅤ(Ln) ㅤdimaksudkan ㅤuntuk ㅤmengurangi 

ㅤfluktuasi ㅤdata ㅤyang ㅤberlebihan ㅤtanpa ㅤmengubah ㅤproposi ㅤdari ㅤnilai ㅤasal ㅤyang 

ㅤsebenarnya ㅤ(Nurfadilah ㅤet ㅤal ㅤ2016). 

Hasil penelitian yang diajukan oleh Wijayanti (2016) dan Handayani (2018) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 

Berbeda dengan hasil yang diperoleh Richmadenda (2018), Khairunisa (2017) dan 

Nugraheni (2018) menyatakan hasil tidak berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak. 

Peneliti akan meneliti perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Peneliti 

mengambil sampel tersebut dikarenakan perusahaan manufaktur sub sektor 

makanan dan minuman lebih spesifik terhadap perusahaan manufaktur dan diduga 

memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi karena spesifiknya tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dikemukakan di atas masih ditemukan 

adanya permasalahan, “masih adanya ketidakkonsistenan temuan hasil penelitian 

mengenai komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan ukuran 

perusahaan terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance), di satu sisi komisaris 



8 
 

 

independen, komite audit, kualitas audit dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

terhadap penghindaran pajak, tetapi di sisi lain ditemukan keempat variabel tersebut 

tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak”. Oleh karena itu, masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana mengatasi 

kesenjangan penelitian mengenai pengaruh komisaris independen, komite audit, 

kualitas audit dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak ?”. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Studi ini mencoba menempatkan variabel komisaris independen, komite 

audit, kualitas audit dan ukuran perusahaan yang dihubungkan dengan 

penghindaran pajak. Berdasarkan pada rumusan masalah, adapun identifikasi dalam 

penelitian ini antara lain : 

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak 

? 

2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak ? 

3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak ? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian 

ini dijelaskan sebagai berikut : 

1. Tujuan umum penelitian ini adalah membangun model teoritikal untuk 

mengatasi kesenjangan pada hasil penelitian sebelumnya mengenai 
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pengaruh komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan ukuran 

perusahaan terhadap penghindaran pajak. 

2. Tujuan khusus penelitian ini adalah melakukan pengujian empiris pada 

model teoritikal yang akan diajukan pada penelitian ini, yakni meliputi : 

a. Menguji pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak. 

b. Menguji pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak. 

c. Menguji pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak. 

d. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi perpajakan, serta 

dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sama atau sejenis. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai wacana dalam memberi masukan 

bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan khususnya terkait faktor-faktor 

yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, sehingga dapat menghindarkan 

diri dari penyimpangan hukum pajak dalam menentukan besaran pajak yang harus 

dibayarkan kepada negara.  

  


